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RANCANGAN PERATURAN DAERAH

EABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR  TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317
avat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemernntahan Daerah dan pasal 177
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)] kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD} yang diagjukan merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 vang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan
umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara vang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 5
bulan September tahun 2022;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan MNegara [(Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



10.

11.

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor J4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republhik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028|;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pernimbangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan ...



12.

13,

14,

1.

16.

12

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693];

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemernntah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah [i Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
Peraturan Pemenntah Nemor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51635);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2107 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD |[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Daerah ...



tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peratura Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah;

21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional,

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman  Penyusun  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022,

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnyva disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

e M
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6. Pendapatan ...



6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula
sebesar Rp1.420.795.680.609 bertambah /{berkurang) sehesar
REp{27.819.840.994| sehingga menjadi Rpl1.392.975.839.615, dengan rincian
sebagar berikut:
(1) Pendapatan daerah

a. Semula Rp.1.350.422.578.012

b. Bertambah /(berkurang] Rp.15.591.874.157

Jumlah pendapatan daerah setelah Rp.1.366.014.452.169

perubahan
(2) Belanja daerah

a. Semula Rp.1.405.795.680.609

b. Bertambah /(berkurang) Rp.[27.819.840.994

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.377.975.839.615
(3) Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayvaan

1) Semula Rp.70.373.102.597

2) Bertambah/(berkurang] Rp.(43.411.715.151)

.;:ru:iflhmzznenmﬂan pembiavaan setelah Rp.26.961.387 446
b, Pengeluaran pembiayaan

1} Semula Rp.15.000.000.000

2} Bertambah /(berkurang) Rp.(0)

Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Jumlah pembiayvaan neto aetelah
perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan

Rp.15.000.000.000

Kp.11.961.387.446

Rp.0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
bersumber dari ;

a. Pendapatan asli daerah

1} Semula Rp.128.499 880.200
2] Bertambah /(berkurang) Rp.(2.510.501.764)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp.125.989.378.436

b, Pendapatan ...



b. Pendapatan transfer

1} Semula
2} Bertambah /(berkurang)
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan
c. Lain-lain pendapatan dacrah yang sah
1} Semula

2} Bertambah/{berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yvang
sahsetelah perubahan

Pasal 4
(1)

bersumber dari :

a. Pajak daerah
1) Semula
2) Bertambah /{berkurang)
Jumlah pajak daerah setelah
perubahan

b. Retribusi daerah
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah retribusi daerah setelah
perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan
1) Semula
2) Bertambah /{berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yvang sah setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah vang

(4]

sah

1) Semula

2} Bertambah /|berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan asl
daerah vang sah setelah perubahan

bersumber dari !

a.

Transfer pemerintah pusat

1] Semula

2| Bertambah/[berkurang

Jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan

Transfer antardaerah

1) Semula

2) Bertambah /({berkurang)

Jumlah transfer antardaerah setelah
perubahan

Rp.1.206.922.697.812
Ep.18.102.375.921

Ep.1.225.025.073.7333

Rp. 15.000.000.000
Rp.0

Rp.15.000.000.000

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

Rp.55.550.000.000
Rp.(4.950.000.000)

Rp.50.600.000.000

Rp.2.562.500.000
Ep.(349.500.000]|

Rp.2.213.000.000

Rp.6.450.000.000
Bp.764.956.413

Rp.7.214.956.413

Rp.63.937.380.200
Rp.2.024.041.823

Rp.65.961,422.023

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

Rp.1.152.684.263.000
Rp.4.178.215.000

Rp.1.156.862.478.000

Rp.54.238.434.812
Rp.13.924.160.921

Rp.68.162.595.733

(3) Lain-lain ..,



(3] Lain-lain pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah

1] Semula

2] Bertambah /(berkurang)

Rp.15.000.000.000

Ep.0

Rp.15.000.000.000

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

.

(1)

Jumlah pendapatan hibah setelah
perubahan
Pasal 5
Belanja operasi
1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja operasional setelah
perubahan

Belanja modal

1} SBemula

2] Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja modal setelah perubahan
Belanja tidak terduga

1} Semula

2) Bertambah /{berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan

. Belanja transfer

1} Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumiah belanja transfer setelah perubahan

Pasal &

Rp.1.068.103.576.890
Rp.(23.128.788.203)

Ep.1.044.974 TR8.687

Rp.157.819.992.963
Rp.[1.795.412.875]
Ep.156.024.580.088

Rp.7.393.508.565
Ep.(4.274.118.085}

Rp.3.119.390.571

Rp.172.478.602.100
Rp.1.378.478.169

Ep.173.857.080.269

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdin

atas :

a. Belanja pegawai
1] Semula
2] Bertambah [(berkurang|
Jumlah belanja pegawai setelah
perubahan

b. Belanja barang dan jasa
1] Semula
2] Bertambah/[berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah
perubahan

¢. Belanja hibah
1] Semula
2] Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja hibah
perubahan

setelah

Rp.747.708.033.676
Rp. {54.474.255.805]

Rp.693.233.777.871

Rp.307.298.714.214
REp.29.884.336.602

Kp.337.183.050.816

Rp.11.668.829.000
Rp (1.536.319.000)

Rp.10.152.512.000
d. Belanja ...



d. Belanja bantuan sosial
1} Semula
2) Bertambah /(berkurang]
Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan

Ep.1.408.000.000
Rp.2.997.450.000

Rp.4.405.450.000

(2] Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas !
[4) Belanja modal peralatan dan mesin

c. Semula Rp.29.721.218.800

d. Bertambah/(berkurang) Bp.1.299.033.077

Jumlah belanja modal peralatan dan

mesin setelah perubahan Rp.31.020.251.877
(5] Belanja modal bangunan dan gedung

c. Semula Ep.37.125.173.650

d. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.729.084.570

Jumlah belanja modal bangunan dan

gedung setelah perubahan Rp.40.854 258 220
(6] Belanja modal jalan, jaringan, dan

irigasi

3} Semula Rp.8B4.252.542.406
4) Bertambah /(berkurang) Rp.(3.721.762.189)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan,

dan irigasi setelah perubahan Rp.80.530.780.217
(7] Belanja modal aset tetap lainnya

3] Semula Rp.6.721.058.107

4) Bertambah/(berkurang) Rp.(3.101.768.

Jumlah belanja modal aset tetap

lainnya setelah perubahan Rp.3.619.289.774

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢,
terdiri atas belanja tidak terduga, vaitu :

1) Semula Rp.7.393.508.656
2] Bertambah/(berkurang) Rp{4.274.118.085|
Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan REp.3.119.390.571

(4] Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp.5.811.250.000

2) Bertambah /{berkurang) Rp.1.181.146.669

Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan Rp.6.992.396.669
b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp.166.667.352.100

2) Bertambah /{berkurang) Rp.197.331.500

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp.166.864.683.600

Pasal 7...



Pasal 7
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3],
terdiri atas :
a. Penernimaan pembiayaan

1) Semula Rp.70.373.102.597
2) Bertambah/(berkurang) Rp.(43.411.715.151)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp.26.961.387.446

b. Pengeluaran pembiayaan

1] Semula Rp.15.000.000.000
2] Bertambah /(berkurang) Rp.0

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp.15.000.000.000

Pasal 8

(1] Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan

rincian ;
a. Semula Rp.70.373.102.597
b. Bertambah/(berkurang) Rp.[43.411.715.151)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.26.961.387.446

(2) Pengeluaran pembiayvaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b,
terdiri atas penvertaan modal daerah dengan rincian :

a. Semula Rp.15.000.000.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp.15.000.000.000
Pazal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran vang
belum tersedia anggaran nyva dan/atau pengeluaran melebihi pagu vang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnyva dimasukkan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3] Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masvarakat vang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja ..



b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat

diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1.

10,
11.
12,

13.

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran [1I

Lampiran [V

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran [X

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIiI

Ringkasan Perubahan APBD vyang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD vang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran:
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan
SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD:

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Dafttar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan:
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-Lain

14, Lampiran XIV ...




14, Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
yang Belum Diselenggarakan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Tahun Anggaran;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVl  Daftar Pinjaman daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah,

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2022
BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FPADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT| | [2022)




